
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN KEPALA DESA TEGALWATON 

NOMOR 15 TAHUN 2023 
 

TENTANG  
 

 
 

 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA 
 

(PENJABARAN APBDES) 
 

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 PEMERINTAH DESA TEGALWATON 

KECAMATAN TENGARAN, KABUPATEN SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN 2023 
 
 



 

 
 

KEPALA DESA TEGALWATON 

KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG 

 

PERATURAN KEPALA DESA TEGALWATON  

NOMOR 15 TAHUN 2023 

 
TENTANG  

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA DESA TEGALWATON , 

 
Menimbang :    bahwa  sebagai  pelaksanaan  ketentuan  Pasal 3 

Peraturan  Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, 

maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tegalwaton Tahun Anggaran 2024; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 

Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan 

Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4296); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 246); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3500); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah  beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 

Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 

Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 

Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 160); 

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 

Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 



7 Tahun 2023 tentang Rincian  Prioritas penggunaan 

Dana Desa; 

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas 
Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963) 

25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di 
Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2018 Nomor 7); 

26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126); 

27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 81); 

28. Peraturan Bupati  Semarang Nomor 82 Tahun 2023 
tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, 
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi 

Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2023 Nomor 82); 

29. Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Semarang Nomor 84 tahun 2019 tentang Besaran 

Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan 
Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 830; 

30. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2018 
tentang  Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah 

Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 
2018 Nomor 3); 

31. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran 

Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDesa) Desa Tegalwaton 2020-2025 (Lembaran 
Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 2); 

32. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran 

Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 
2024 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2023 Nomor 

4). 

33. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran 

Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 
(Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2023 Nomor 7). 



 

MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALWATON 
TAHUN ANGGARAN 2024 

 
 

Pasal 1 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2024 terdiri dari: 
 
  
1 PENDAPATAN  

 a Pendapatan Asli Desa 213.822.000,00 

 b Dana Desa  873.560.000,00 

 c Bagi Hasil Pajak Daerah           128.831.000,00 

 d Bagi Hasil Retribusi Daerah 21.492.000,00 

 e Alokasi Dana Desa 612.067.000,00 

 f Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 

 g Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 
             

80.000.000,00 
 h Pendapatan Lain-lain 2.000.000,00 

 
 JUMLAH PENDAPATAN 2.061.772.000,00 

2 BELANJA  

 a 
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN 

DESA  
1.128.002.042,00 

 b 
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 

DESA  

           

803.693.000,00 
 c BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  102.570.700,00 

 d BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  47.151.600,00 

 e 
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, 

DARURAT DAN  MENDESAK DESA  
158.137.250,00 

 
 JUMLAH BELANJA 2.239.554.592,00 

 
 SURPLUS / (DEFISIT)  -177.782.592,00 

3 PEMBIAYAAN  

  Penerimaan Pembiayaan 177.782.592,00 

  PEMBIAYAAN NETTO  

 Selisih Pembiayaan   0,00 

 
 
 

Pasal 2  
Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 

Peraturan Kepala Desa ini 

 
Pasal 3  

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut 

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh 

Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran. 

                                                                 
 

 



 Pasal 4 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan 

penempatannya dalam Berita Desa Tegalwaton. 
 
 

Ditetapkan di Tegalwaton  
pada tanggal 29 Desember 2023 

KEPALA DESA TEGALWATON, 
 

 

 
       TRI WURYANTO 

 

Diundangkan di Tegalwaton  
pada tanggal 29 Desember 2023 
 

SEKRETARIS DESA TEGALWATON, 
 - 
 

NUR MAHMUDAH PUJIASTUTI 
BERITA DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN 
SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR  15 

 


